
Implementasi Pengawasan dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

Photo dokumentasi pengecekan pekerjaan peningkatan jalan desa 

Meta Deskripsi: “Artikel ini mengulas implementasi pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh BPD, masyarakat, TPK, dan pemerintah desa. 

Dilengkapi latar belakang, tujuan, fungsi, aspek manajerial, siklus pengawasan, tantangan, best practice, dan peran pemerintah desa dalam 

menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.” 

Latar Belakang 

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pemerataan pembangunan. Agar proses pembangunan berjalan efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel, pengawasan menjadi elemen yang tak terpisahkan. Pengawasan ini tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat desa. 

Tujuan dan Fungsi Pengawasan 

Pengawasan pembangunan desa bertujuan untuk: 

 Memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Menjamin penggunaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

 Mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. 

 Memberikan masukan perbaikan bagi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. 

Fungsi pengawasan meliputi: 



 Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan. 

 Koreksi terhadap temuan penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan. 

 Rekomendasi perbaikan agar pembangunan berjalan lebih baik. 

Aspek Manajerial Pengawasan 

Pengawasan pembangunan desa dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan prinsip 

manajerial yang efektif, di antaranya: 

1. Perencanaan Pengawasan; Pengawasan diawali dengan menyusun rencana kerja pengawasan 

yang memuat ruang lingkup, metode, dan jadwal pengawasan. 

2. Pelaksanaan Pengawasan; BPD, TPK, dan masyarakat melaksanakan pengawasan secara 

langsung melalui pemantauan lapangan, diskusi, hingga forum musyawarah desa. 

3. Pelaporan; Hasil pengawasan didokumentasikan dan disusun dalam bentuk laporan tertulis, 

yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. 

4. Tindak Lanjut; Pemerintah desa menindaklanjuti laporan pengawasan melalui klarifikasi, 

perbaikan, atau tindakan korektif. 

Siklus Pengawasan 

Kepala desa memiliki peran penting dalam mengawal siklus pengawasan pembangunan desa. Siklus 

pengawasan ini meliputi: 

1. Perencanaan Pengawasan (bersama BPD dan TPK) 

2. Pelaksanaan Pengawasan (oleh BPD, TPK, dan masyarakat) 

3. Pelaporan Hasil Pengawasan (oleh BPD dan TPK kepada pemerintah desa) 

4. Tindak Lanjut (oleh pemerintah desa berdasarkan laporan) 

5. Evaluasi Pengawasan (untuk perbaikan di masa mendatang). 

Peran Masing-Masing Pihak 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); BPD memiliki fungsi kontrol dan pengawasan 

terhadap kebijakan pemerintah desa, termasuk pembangunan. BPD menampung aspirasi 

masyarakat, memfasilitasi pengawasan, dan menyampaikan hasilnya secara resmi kepada 

pemerintah desa. 

2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); TPK bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis 

pembangunan, namun mereka juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan di lapangan 

agar pekerjaan sesuai rencana. TPK memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai spesifikasi 

teknis yang ditetapkan. 



3. Masyarakat Desa; Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi mengawasi pembangunan 

melalui jalur musyawarah desa, laporan langsung kepada BPD atau pemerintah desa, serta 

pengawasan sosial melalui media sosial atau forum warga. 

4. Pemerintah Desa; Pemerintah desa menindaklanjuti hasil pengawasan dengan melakukan 

klarifikasi, evaluasi, dan perbaikan terhadap temuan. Pemerintah desa wajib menyampaikan 

hasil tindak lanjut kepada BPD dan masyarakat agar tercipta transparansi. 

Peran Pemerintah Desa dalam Menyikapi Laporan Hasil Pengawasan 

Pemerintah desa wajib menindaklanjuti setiap laporan hasil pengawasan secara terbuka dan 

bertanggung jawab. Langkah-langkah yang diambil antara lain: 

 Menganalisis laporan untuk mengidentifikasi masalah yang dilaporkan. 

 Menyusun rencana perbaikan atau langkah korektif terhadap pelaksanaan pembangunan. 

 Mengkomunikasikan hasil tindak lanjut kepada BPD dan masyarakat melalui forum 

musyawarah desa atau media informasi desa. 

 Meningkatkan kapasitas aparat desa agar pelaksanaan pembangunan semakin akuntabel. 

Penutup 

Implementasi pengawasan dalam pembangunan desa tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah desa, 

tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen desa, mulai dari BPD, TPK, hingga 

masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif dan transparan, pembangunan desa akan berjalan sesuai 

rencana dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. 
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